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Disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara
Jaminan sosial atau BPJS merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan
kesehatan terhadap warga negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari turunan ketentuan
Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mensyaratkan adanya pembentukan
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BpJS) Kesehatan sebagai bagian dari Jaminan
sosial Nasional secara keseluruhan. Lebih lanjut, eksistensi dari BpJS Kesehatan
tersebut merupakan suatu badan hukum yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial kesehatan.
Menyusul diberlakukannya BPJS Kesehatan, terdapat sejumlah persoalan terkait
dengan jasa pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan. persoalan-
persoalan yang mengindikasikan ketidakpuasan masyarakat (konsumen BpJS
Kesehatan) tersebut mulai dari rumitnya sistem pendaftaran BpJS sampai pada
pelaksanaan pelayananan kesehatan yang diraksanakan oleh pihak ketiga. Beberapa
persoalan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dimaksud seperti keengganan rumah
sakit dalam meng-cover beberapa kebutuhan pasien. Lebih konkritnya yaitu pihak BpJS
Kesehatan hanya memenuhi biaya penyakifpenyakit yang sifatnya ringan saja.
Sedangkan penyakit berat seperti kanker, biaya operasi tidak diberikan oleh BpJS
Kesehatan.
Berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan BpJS Kesehatan tersebut di atas
telah merugikan hak-hak pengguna Jasa BpJS Kesehatan selaku konsumen. Kerugian
pengguna jasa BPJS Kesehatan mengindikasikan adanya pelanggaran hak-hak
konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUpK. Dalam penelitian hukum ini nantinya
akan dibahas mengenai tanggung gugat BpJs Kesehatan selaku pelaku usaha yang telah
merugikan pengguna jasa BPJS Kesehatan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum. penelitian ini dllaksanakan dengan
mengumpulkan dan menganalisis pelanggaran hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan
oleh BPJS Kesehatan dan mekanisme tanggung gugatnya. penelitian ini menggunakan
beberapa pendekatan penelitian masalah yang terdiri dari:1
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute A pprcach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu har yang muflak dalam
penelitian yuridis normatif. pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai
undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan pengaturan mengenai
BPJS Kesehatan secara eksplisit maupun secara implisit.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan dol(rindoktrin
yang berkembang di daram. irmu hukum. Rumusan yang te(uang daram uuD 194s dan
undang-Undang yang terkait dengan BpJS Kesehatan yang.akan diuji dengan konsep-
konsep yang ada dan berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan secara umum.
Penggunajasa BPJS Kesehatan yang merasa dirugikan karena diranggar hak-haknya,
oleh pihak BpJS Kesehatan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada BPJS
Kesehatan. Yang perlu diketahui bahwa dalam menjarankan perayanan kesehatan, BpJS
Kesehatan bekerjasama dengan penyerenggara perayanan kesehatan. 
.rika peranggaran-
pelanggaran tersebut didasarkan atas kesarahan penyerenggara perayanan kesehatan
dalam menjarankan kewajibannya sebagaimana yang terah diperjanjikan antara BPJS
Kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan, maka pihak penyelenggara
pelayanan kesehatan tersebut dapat digugat seperti harnya gugatan yang diajukan
kepada BPJS Kesehatan. Mekanisme tanggung gugat yang dapat diajukan oreh
pengguna jasa BPJS Kesehatan, meriputi 2 macam, yaitu : Tanggung gugat berdasarkan
perbuatan melanggar hukum dan tanggung gugat berdasarkan UUpK.
PERNYATAAN LUARAN PENELITIAN
Dengan inisaya menerangkan bahwa,
JUDUL PENELITTAN : TANGGUNG GUGAT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN (BPJS) KESEHATAN ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI
OLEH PENGGUNA JASA BPJS KESEHATAN
NAMA PENELITI : Hanum Rahmaniar Hetmi, S.H., M.H.
Prof. Agus Yudha Hemoko, S.H.,M.H.
Muhammad Fatchur Rozi.
TAHUNANGGARAN :2016
Penelitian tersebut telah menghasilkan luaran sebagai berikut:


















































Surabaya, 25 Oktober 2016
KetuaPeneliti,


























1. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsurnen. 13
1.1 Hubungan Hukum antara BPJS Kesehatan dengan Pengguna Jasa BpJS
Kesehatan....
..1 3
1.2 Hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara pelayanan
kesehatan..... 14
1.3 Hubungan hukum antara pengguna jasa BPJS Kesehatan dengan penyelenggara
pelayanan kesehatan..
........14
2. Hak-hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen ....................15
2.1.Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan
2.2Hakdan Kewajiban Pengguna Jasa BPJS Kesehatan.......
3. Karakteristik Hak-hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Dalarn Sistem BPJS
Kesehatan.
..25
4. Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan ..30
4.1 Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan oleh BPJS Kesehatan....30





5. Dasar gugatan yang dapat diajukan oleh pengguna jasa BPJS Kesehatan yang
dilanggar hak-haknya .33
5.1 Gugatan berdasarkan Perbuatan Metanggar Hukum..........................................35





1.1 Latar Belakang Masalah
Perayanan kesehatan merupakan har krusiar daram praktik penyerenggaraan negara.
sebagai perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, perayanan kesehatan harus menjadi
perhatian utama bagi pemerintahl. Konsekuensinya, pemerintah harus mengusahakan
suatu sistem perayanan kesehatan yang dapat memberikan akses bagi setiap warga
negara untuk memperoreh perayanan kesehatan secara prima tanpa membeda_bedakan
tingkat kemampuan ekonomi, sosiar dan budaya. perayanan kesehatan yang dimaksud
meliputi tindakan medis dan oemberian obat secara cepat dan tepat.
Disahkannya undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyerenggara
Jaminan Sosiar atau BpJS merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perayanan
kesehatan terhadap warga negaranya.2 Hal tersebut dapat dilihat dari turunan ketentuan
Pasar 5 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mensyaratkan adanya pembentukan
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bagian dari Jaminan
Sosial Nasional secara keseluruhan.3
Lebih ranjut, eksistensi dari BpJS Kesehatan tersebut merupakan suatu badan hukum
yang ditunjuk untuk menyerenggarakan program jaminan sosiar kesehatan. Mengacu
kepada program BPJS Kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam memenuha
pelayanan kesehatan warga negara terrihat dari peran pemerintah daram menanggung
segala bentuk biaya yang ditimburkan atas perayanan kesehatan. Namun setiap warga
negara yang akan ditanggung biaya pelayanan kesehatan tersebut diharuskan menjadi
peserta BPJS Keseharan terrebih dahuru. peserta BpJS Kesehatan yang dimaksud
adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paring singkat 6 (enam) buran di "
lndonesia, yang telah membayar iuran.
Pembayaran iuran daram sistem BpJS Kesehatan tersebut di atas menempatkan BPJS
Kesehatan identik dengan asuransi kesehatan konvensionar yang mewajibkan kepada
peserta untuk membayar premi. Namun terdapat perbedaan mendasar antara program
BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan konvensionar. perbedaan tersebut terretak
lMengacu kepada ketentuan pasar 2g huruf h ayat 1 maka setiap warya negara berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggar dan mendapat tinliungin hioiup ying oiiroi" 
".trtserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
..'B"Pgl"prUndang-undangyangmenyangkutdenganpelayanankesehatanlainnyajugadiaturdalam uu Nomor 2gTahun 2004 ientang piattt xJooiteri'n dan uu Nomor aq'iit"r"lobiTentang Rumah Sakit3selain Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Undang_undang Nomor 24Tahun 2011 mensyaratkan adanya pembentukan Badan penyelenggara Jaminan SosialKetenagakerjaan
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pada sifat dari BPJS (termasuk BPJS Kesehatan) yang tidak berorientasi profit melainkan
berdasar pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan
dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta BPJS Kesehatan.
Selain itu, perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan
asuransi kesehatan konvensional terletak dari biaya iuran yang relatif terjangkau
dibandingkan dengan premi asuransi keseahatan. Perbedaan mendasar lainnya juga
terdapat pada peran aktif pemerintah dalam menjadikan warga negara sebagai peserta
BPJS Kesehatan. Peran aKif tersebut diwujudkan dengan adanya bantuan iuran jaminan
kesehalan yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap mereka yang tidak mampu secara
ekonomi atau disebut dengan penerima bantuan iuran (PBl).
Meskipun terdapat perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi
kesehatan konvensional akan tetapi peserta BPJS Kesehatan tetap dikategorikan sebagai
pengguna jasa kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnaya
Pengguna Jasa BPJS Kesehatan tersebut dikategorikan sebagai konsumen sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Semenlara itu jasa yang diperoleh oleh pengguna BPJS kesehatan ialah
berbagai bentuk jasa pelayanan kesehatan dengan rnenggunakan kerjasama dengan
pihak ketiga baik berupa tenaga medis (dokter), pihak rumah sakit dan penyedia obat-
obatan.
Mutatis mutandis, Pengguna Jasa BPJS Kesehatan sebagai konsumen atas jasa
kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan melekat hak-hak konsumen
sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Hak-hak konsumen yang dimaksud meliputi hak-
hak yang harus diperoleh oleh konsumen sebagai pengguna jasa kesehatan yang terdiri
dari hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsr barang
dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.
Menyusul diberlakukannya BPJS Kesehatan, terdapat sejumlah persoalan terkait
dengan jasa pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta BpJS Kesehatan. persoalan-
persoalan yang mengindikasikan ketidakpuasan masyarakat (konsumen BpJS
Kesehatan) tersebut mulai dari rumitnya sistem pendaftaran BPJS sampai pada
pelaksanaan pelayananan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Beberapa
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persoalan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dimaksud sepertikeengganan rumah
sakitdalam meng-coverbeberapa kebutuhan pasien. Lebih konkritnya yaitu pihak BpJS
Kesehatan hanya memenuhi biaya penyakit-penyakit yang sifatnya ringan saja.
Sedangkan penyakit berat seperti kanker, biaya operasi tidak diberikan oteh BPJS
Kesehatan. Bahkan terdapat permasalahan pasien anak peserta BPJS Kesehatan yang
menderita penyakit ringan oleh ibunya dibawa ke rumah sakit dengan harapan biaya
murah dan aman karena telah terdaftar menjadianggota BPJS Kesehatan. Oleh rumah
sakit tersebut diperiksa dan dilakukan tindakan, tetapi pada akhimya harus membayar
biaya obat, sedangkan sebelumnya pasien yang awam ini tidak mengetahui kategorisasi
penyakit ringan dan berat yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Selain itu, permasalahan lain mengenai ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan
rumah sakit dengan iuran yang dibayar oleh peserta. Misalnya, peserta A dengan premi
yang dibayarkan sebesar Rp: 59.500,- seharusnya mendapatkan perawatan pada tingkat
I sesuai haknya. Akan tetapi pihak rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan
kesehatan yang bekerjasama oleh BPJS Kesehatan seringkali mengatakan kamar rawat
inap untuk pasien kelas I sudah penuh, alhasil pasien ini pun harus dirawat di kelas ll yang
secara jelas bukan sesuai dengan haknya atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama
terdahulu, bukan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang seharusnya ia inginkan.
Selebihnya, pengguna jasa BPJS Kesehatan juga mengalami keluhan lain yaitu, tidak
diberikannya informasi oleh BPJS Kesehatan kepada pengguna jasa BpJS Kesehatan,
sepertitidak mendapatkan sejumlah informasi mengenai persalinan bagi peserta mandiri,
anak tidak ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya menanggung
sang ibu yang menjadipembayar premi. Alhasilpeserta yang sebelumnya sudah berharap
biaya anak dan ibu dipenuhi oleh BPJS Kesehatan, tetapi pada nyatanya dikecewakan
karena hanya ibunya saja yang dibiayai. a
Begitu juga halnya dengan kategorisasi bentuk fasilitas kesehatan yang diberikan oleh
BPJS Kesehatan yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya.s Misalnya, untuk
memperoleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan mengharuskan pengguna jasa BpJS
Kesehatan memperoleh rujukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti rujukan
dari dokter, kliniUpuskesmas, atau rumah sakit umum daerah kategori D. Rujukan yang
bersifatnya berjenjang ini pun, mengharuskan pengguna jasa BPJS Kesehatan harus
mendapatkan rujukan dari rumah sakit tipe C ke tipe B, tipe B merujuk ke tipe A. Sistem
aKeluhan-keluhan serupa masuk pada lembaga ombudsman di berbagaidaerah di lndonesia.
5Bentuk fasilitias kesehatan dalam Sistem BPJS Keshatan terdiri darifasilitas kesehatan tingkat
pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan fasilitias kesehatan lainnya (diatur dalam pasal
47 Ayat 2 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan)
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rujukan yang berjenjang ini sepintas sederhana namun pada nyatanya menimbulkan
beberapa persoalan. Ketika rumah pasien lebih dekat dengan rumah sakit tipe A, maka ia
terpaksa pergi ke rumah sakit tipe B, sekalipun jaraknya lebih jauh. Konsekuensinya,
pengguna jasa BPJS Kesehatan tidak memiliki keleluasaan dalam memilih fasilitas
kesehatan yang ia kehendaki dan kerapkali mengalami kesulitan untuk memperoleh
pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan.
Berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan BpJS Kesehatan tersebut di atas
telah merugikan hak-hak pengguna Jasa BpJS Kesehatan selaku konsumen. Kerugian
pengguna jasa BPJS Kesehatan mengindikasikan adanya terjadinya pelanggaran hak_
hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam uUpK. oleh karena itu diperlukan suatu
kajian hukum untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna
jasa BPJS Kesehatan. Dalam penelitian hukum ini nantinya akan dibahas mengenai
tanggung gugat BPJS Kesehatan selaku pelaku usaha yang telah merugikan pengguna
jasa BPJS Kesehatan. Tentunya, permasalahan di atas akan dibahas dalam perspeKif
perlindungan konsumen yang menempatkan pengguna BPJS Kesehatan sebagai
konsumen pada umumnya,
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam
penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah :
1. Bentuk pelanggaran hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan oleh BpJS Kesehatan.
2. Dasar gugatan yang dapat diajukan oleh pengguna jasa BpJS Kesehatan yang
dilanggar hak-haknya.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui bentuk pelanggaran hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan oleh BpJS
Kesehatan
2. Mengetahui dasar gugatan yang dapat diajukan oleh pengguna jasa BPJS Kesehatan
yang dilanggar hak-haknya.
1.4 Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran, belum terdapat penelitian atau publikasi ilmiah yang
membahas mengenai bentuk pelanggaran hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan
dalam dimensi hukum dan tanggung gugat yang dapat diajukan kepada BPJS Kesehatan
oleh pengguna jasa BPJS Kesehatan yang telah dilanggar hak-haknya.
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't.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :
1. Memberikan bahan kajian irmiah yang akan memberikan pengayaan materi
perkuliahan khususnya dalam pokok bahasan tanggung gugat pelaku usaha dalam
mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen;
2. Publikasi ilmiah di jurnal nasional;
3. Penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman
dan kesadaran masyarakat selaku konsumen, menjadi bahan alternatif bagi ahli
hukum dalam melakukan penelitian hukum serta menjadi pertimbangan bagi legislator





secara hukum, hak merupakan kepentingan hukum yang dirindungi oreh hukum.
Sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. oleh karena itu
hak-hak konsumen secaran hukum memerrukan suatu instrument hukum yang mengatur
mengenai hak-hak konsumen.s
Dalam konteks hukum positif lndonesia, hak-hak konsumen diatur dalam UUpK.
Mengacu pada pasal 4 UPPK hak-hak konsumen terdiri dari:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseramatan daram mengonsumsi barang
dan/atau jasa;
b. Hak untuk memirih barang dan/atau jasa scrta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nirai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c' Hak atas informasi yang benar, jeras dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dar/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskiminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabira
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang_undangan lainnya.
Selain mengacu kepada hak-hak konsumen yang disebutkan di atas, perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seruruh pihak yang terkait
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan asas-asas perlindungan
konsumen yang berraku secara universar- Beberapa asas perrindungan konsumen
tersebut juga dituris dalam pasar 2 UUpK. Berikut ini uraian dari asas-asas perlindungan
konsumen:
a. Asas manfaat, menghendaki bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
sSudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: suatu pengantar, Liberty, yogyakarta,l gg6 h.40
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b. Asas keadilan, mengehendaki adanya partisipasi seruruh rakyat dapat terwujud
secara maksimar dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan peraku
usaha untuk memperoreh haknya dan meraksanakan kewajibannya secara adir;
c. Asas keseimbangan, menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen),
dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan
penegakan hukum perlindungan konsumen;
d. Asas keamanan dan keseramatan konsumen, menghendaki memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan
memperoreh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebariknya
bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keseramatan jiwa dan
" 
tTflil;Ln 
nrrur, menghendaki asar peraku usaha, konsum"n 0",
masayarakat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum. Dengan arti rain bahwa
pembentukan undang-undang ini bertujuan agar diwujudkannya aturan-aturan
mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, konsumen dan masyarakat sehingga
masing-masing pihak memperoleh keadilan.T
Selain hak-hak konsumen dan asas_asas perlindungan konsumen, konsep
tanggung gugat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep
perlindungan konsumen. Tanggung gugat merupak an aanspraketijkheid yang
menyatakan kewajiban seseorang atas perbuatan merawan hukum yang ia rakukan.
Atas perbuatan melanggar hukum tersebut maka si pelaku harus bertanggung jawab
dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan
pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.s
Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang_undangan dan
perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan_
pembatasan terhadap tanggung jawab yang ditanggung oleh si pelanggar hak
konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung gugat dapat dibedakan menjadi :
a. Kesalahan (riability based on fau!t), prinsip ini kerap digunakan berdasarkan pasal
'1365, 1366, 1367 KUH perdata yang menyatakan bahwa seorang baru dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesarahan
yang dilakukannya_ yang dimaksud kesalahan disini adalah unsur yang
Uanus Sidabalok, Hukum
Bandung,2006, h.31.
Pelindungan Konsumen di lndonesia, Citra Aditya Bakti,
'M.A Moegni Djojodirdjo, perbuatan Merawan Hukum, pradnya paramita, Jakarta, .r 979, h. 1 1 3
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bertentangan dengan hukum, yang tidak hanya sebatas pada Undang-Undang
saja, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalammasyarakat.
b. Praduga selatu bertanggung gugat (presumption of liabitity)
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat akan selalu dianggap bertanggunggugat,
sampai ia dapat mebuktikan ia tidak bersarah. Jadi, beban pembuktian ada pada
tergugat.
c. Praduga tidak selalu bertanggung gugal (presumption of nontiability)
Prinsip ini adarah ketiarikan dari prinsip seberumnya, jadi prinsip ini merepaskan
tergugat untuk bertanggung gugat. Daram har perrindungan konsumen prinsip ini
hanya digunakan secara terbatas, yaitu hanya terbatas pada pembatasan uang
ganti rugi, sebesar setinggi_tingginya satu juta rupiah.
d. Tanggung gugat muflak (strict liability)
Tanggung gugat.murak adarah bentuk khusus dari perbuatan merawan hukum,
yaitu prinsip pertanggung gugatan dalam perbuatan melawan hukum yang tidak
didasarkan pada kesalahan. Tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku angsung
bertanggung gugat atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum_
Di indonesiasrtict tiability secara imprisit dapat ditemukan daram pasar .r367 dan
pasal '1368 BW.
e. Pembatasan tanggung gugat (timitation ot liability)
Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan ini menyatakan bahwa tergugat akan
betanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh penggugat, tetapi dalam hal ini
langsung diberikan batasan tanggung gugat yang diberikan oleh tergugat.
Biasanya finsip ini digabungkan dengan prinsip-prinsip tanggung gugat lainnya,
seperti dalam pasal .17 ayat (1) protokol Guatemala 1971, prinsip tanggung gugat
dengan pembatasan ini dikaitkan dengan prinsip tanggung gugat muflak. prinsip
ini dicantumkan sebagai krausur eksonerasi atau krausur baku daram setiap
perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha, sehingga konsumen sangat
dirugikan dengan adanya ketetapan sepihak seperti ini.e
Secara teoritis, tanggung gugat dalam perlindungan konsumen mencakup tiga
hal yakni tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana
ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk WetbooeK (BW), tanggung gugat konsumen
berdasarkan perjanjian atau wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan UUPK.
Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
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sSidharta, Hukum perlindungan Konsumen lndonesia, Grasindo,2000, h. 5g
1. Tangggung Gugat Berdasarkan perlcuatan Melanggar Hukum
Secara garis besar perbuatan metanggar hukum-rzrerupakan suatu dasar gugatan
bagi pihak lain yang turut memberikan kerugian, namun antara pemberi kerugian
dengan penerima kerugian tidak memiliki hubungan hukum sebelumnya ( tidak ada
hubungan kontraktual ).
Ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum, didasarkan pada pasal 1365 BW
bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang
lain, mewajibkan omng yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.'Dalam hal penuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melanggar
hukum maka harus dipenuhi unsur-unsur berikut:
a. Melanggar hak orang lain;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
c. Berlawanan dengan kesusilaan dan kecermatan; e '
d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan
masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.lo
2. Tanggung Gugat Berdasarkan UUpK
Setain tanggung gugat yang diaturdalam BW, UUPK juga mengaturtentang tanggung
gugat atas pelanggaran yang dilakukan petaku usaha (pasat 19 sampaidengan pasal
28 UUPK). Menurut pasal 19 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha
bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, darVatau
kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.Sistem tanggung gugat yang terdapat pada UUPK secara garis besar
merupakan sistem tanggung gugat kesalahan, dimana diperlukan adanya pembuktian
unsur kesalahan, akan tetapi tanggung gugat yang berdasar pada pasat 1365 BW,
karena didalam UUPK menggunakan asas pembalikan beban pembuktian. Tanggung
gugat kesalahan dengan pembatikan beban pembuktian yang dianut uupK,
mengandung makna bahwa yang berkewajiban untuk membuktikan ada tidaknya
unsur kesalahan adalah.pihak pelaku usaha. Bilamana pelaku usaha tidak dapat
membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau ia telah terbukti melakukan kesalahan,
maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi pada konsumen.
Sistem tanggung gugat kesalahan dengan pembatikan beban pembuktian ini secara
eksplisit dirumuskan dalam Pasal2S UUPK'Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur
kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasat
22, pasal23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung gugat
1oJ.H Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, terjemahan, Universitas Airlangga,
Surabaya,1985, h.118.
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Ikesalahan dengan pembalikan beban pembuktian ini merupakan salah satu bentuk
tanggung gugat yang dipertajam, dengan sistem ini posisi konsumen yang dirugikan .
akan dlperkuat dengan tidak mengabaikan unsur-unsur tanggung gugat kesalahan.
sementara itu, sebagai pihak yang bertanggung gugat, BPJS Kesehatan
mempunyai definisi sebagai badan hukum yang ditunjuk.untuk menyelenggarakan
program jaminan kesehatan. Mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang
BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan merupakan program negara yang bertujuan untuk
menjamin kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosialbagiseluruh rakyat. BpJS
Kesehatan berbentuk badan hukum dengan didasarkan pada prinsip
kegotongroyongan' nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,akuntabilitas, portabilitas,
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminansosiat
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan
peserta BPJS..Kesehatan.r 1
Peserta jaminan kesehatan yang daram har ini merupakan pengguna jasa
BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam bulan) di lndonesia yang meliputi :
1' Penerima Bantuan turan Jaminan Kesehtan (PBl) : fakir miskin dan orang tidak
mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan.
2' Bukan Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Non pBl) terdiri dari:
a- Pekerja penerima upah dan anggota keruarganya yaitu pNS, TNr, poLRr,
Pejabat negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, pegawaiswasta dan
Pekerja lain yang menerima upah, termasuk WNA yang bekerja di lndonesia
paling singkat 6 (enam) butan.
b' Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja di luar
hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja lain yang bukan penerima
upah, termasuk WNA yang bekerja di lndonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
c. Bukan pekerja dan anggota keruarganya investor, pemberi kerja, penerima
pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dari
veteran atau perintis kemerdekaan serta bukan pekerja lain yang membayar
iuran.
Adapun hak-hak apa saja yang merekat bagi pengguna jasa BpJS Kesehatan
adalah sebagai berikut :
llPrinsip-prinsip BPJS tersebut sesuai yang termaktub dalam undang-undang Republiklndonesia Nomor 24Tahun 2011 Tentang Badan penyerenggara Jaminan sosiar.
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ga' Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan
kesehatan.
b' Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur
pelayanan kesehatan sesuaidengan ketentuan yang berlaku
c' Mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekeriasama dengan BpJS
Kesehatan dan menyampaikan keruhan/pengaduan, kritik dan saran secara






'Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian dilaksanakan dengan
mengumpulkan dan menganalisis pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS
Kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan mekanisme tanggung gugatnya. Bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
a. Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia!;
e. .Burgedijk.Wetboek (BW); dan""
f. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan.
Penelitian inimenggunakan beberapa pendekatan penelitian masalah yang terdiridari:12
1. Pendekatan Perundang-undangan (Sfafufe Approach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam
penelitian yuridis normatif, karena yang akan ditelitiadalah berbagaiaturan hukum yang
akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan
dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi
dengan pengaturan mengenai BPJS Kesehatan secara eksplisit maupun secara
implisit.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
'Pendekatan konseptual beranjak dari'pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang didalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan
Undang-Undang yang terkait dengan BPJS Kesehatan yang akan diujidengan konsep
konsep yang ada dan berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan secara umum.





1. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen
{.1 Hubungan Hukum antara BPJS Kesehatan dengan Pengguna Jasa BPJS Kesehatan
Dalam tapangan hukum keperdataan, setiap hubungan menimbulkan akibat hukum.
Hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu hak ataupun meniadakan suatu hak.
Begitu juga hatnya hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan pengguna jasa BPJS
Kesehatan. Sebagai bentuk hubungan hukum antara petaku usaha dengan konsumen, BPJS
Kesehatan memiliki sejumlah hak yang menjadi kewajiban dari pengguna jasa BPJS
Kesehatan, begitu juga sebaliknya, terdapat hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan yang
menjadi kewajiban BPJS Kesehatan.
Begitu juga dalam persepektif hukum perlindungan konsumen, bahwa terdapat
hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan Pengguna Jasa BPJS'Kesehatan.
Hubungan hukum tersebut dilahirkan dari suatu perjanjian atau biasa disebut dengan
hubungan kontraktual. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisrne yang harus dipenuhi dan
ditempuh oleh masyarakat untuk dapat tergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya kepesertaan BPJS Kesehataan tersebut menjadi syarat utama bagi pengguna
jasa BPJS Kesehatan untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS Kesehatan
Adapun mekanisme yang ditempuh untuk tergabung datam kepesertaan BPJS
Kesehatan ialah dengan mengajukan permohonan pendaftaran dengan melengkapi
persyaratan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Persyaratan yang dimaksud adalah
fotokopi kartu tanda penduduk.dan kartu keluarga serta melakukan pembayaran iuran.
Selanjutnya BPJS Kesehatan melakukan verifikasi dan menyatakan pendaftar tergabung
dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Berdasarkan mekanisme pendaftaran dan syarat
pendaftaran di atas, dipahami bahwa telah terjadi perjanjian yang dibuktikan dengan adanya
penerimaan dari pihak BPJS Kesehatan. Pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna jasa
BPJS Kesehatan merupakan bentuk kesepakatan pengguna jasa BPJS Kesehatan dengan
berbagai persyaratan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan.
Mutatis mutandis, hubungan hukum kontraktual antara BPJS Kesehatan dengan
pengguna jasa BPJS Kesehatan melahirkan prestasi di masing-maisng pihak. Adapun yang
menjadi prestasi dari BPJS Kesehatan dan sekaligus menjadihak pengguna jasa BPJS
Kesehatan adalah manfaat jaminan kesehatan berupa segala bentuk pelayanan kesehatan
yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative termasuk pelayanan




1.2 Hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara pelayanan
kesehatan
Hal yang terpenting yang harus kita ketahui bahwa datam menjalankan kewajibannya
kepada pengguna jasa BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan
penyelenggara pelayanan kesehatan. Haltersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal
23 ayat (1) UU SJSN bahwa manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan
milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerja sama dengan BPJS. Jatinan kerjasama
BPJS dengan penyelenggaran 
. 
petayanan kesehatan dilakukan berbasis kontrak, yaitu
perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dengan penyetenggara pelayanan kesehatan yang
bersangkutan.
'Manfaat iaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada pengguna
jasa BPJS Kesehatan tersebut meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratil dan rehabilitatif
termaiuk pblayanan obat dan bahan medis habis pakaisesuaidengan kebutuhan medis yang
diperlukan. Pelayanan kesehatan tersebut metiputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama,
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oteh Menteri
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk fasititas kesehatan penunjang seperti
laboratorium, instalasi farmasi Rumah Sakit, apotek, pMl, optik, pemberi pelayanan
Con sumable Amb ulatory Peritoniat D i at isis (CAPD) dan praktek bidan/perawat.
1.3 Hubungan hukum antara pengguna iasa BPJS Kesehatan dengan penyetenggara
pelayanan kesehatan
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa keberadaan penyetenggara
pelayanan kesehatan didasarkan atas adanya perjanjian kerja sama dengan BpJS
Kesehatan. Namun keberadaan perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hubungan
hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan dengan pengguna jasa BpJS Kesehatan.--
Hubungan hukum antara penyelenggara pelayananan kesehatan dengan pengguna jasa
BPJS Kesehatan hanya terwujud ketika penyelenggara pelayanan kesehatan metakukan
pelayanan kesehatan terhadap pengguna jasa BpJS Kesehatan.
Berbeda dengan hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dan pengguna jasa BpJS
Kesehatan atau hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan penyetenggara pelayanan
kesehatan, hubungan hukum antara penggunajasa BPJS Kesehatan dengan penyelenggara
pelayanan.kesehatan bersifat non kontraktual atau tidak didasarkan pada perjanjian. Hal
tersebut dikarenakan bahwa pengguna jasa BPJS Kesehatan tidak memitiki prestasi apapun
terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan.
Secara sistematis, hubungan hukum antara BPJS Kesehatan, pengguna jasa BpJS





2. Hak-Hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Pertindungan Konsumen
. Sebagaimana yang telah dikernul(akan, BPJS Kesehatan dikat6gorikan sebagai pelaku
usaha. Sebaliknya, Peserta BPJS Kesehatan (Pengguna Jasa BPJS Kesehatan)
dikategorikan sebagaikonsumen dariBPJS Kesehatan. Konsekuensinya, terdapat hubungan
hukum antara BPJS Kesehatan dan Pengguna BPJS Kesehatan. Hubungan hukum tersebut
dilahirkan melalui suatu perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Pengguna BpJS
Kesehatan, yakni perjanjian jaminan kesehatan.l3
Perjanjian sebagai sumber hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan
Pengguna Jasa BPJS Kesehatan dapat ditelusuri melalui mekanisme dan persyaratan untuk
dapat tergabung dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan. Masyarakat (Pengguna Jasa BpJS
Kesehatan) terlebih dahulu harus mengikutisejurnlah mekanisme dan memenuhi persyaratan
untuk dapat memperoleh manfaat jasa kesehatan yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan.
Salah satu mekanisme dan syarat untuk tergabung dalam kepesertaan BpJS
Kesehatan ialah pengisian formulir untuk menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan.Forrtii.rlir
tersebut berisikan tentang permohonan dan pernyataan sepihak dari masyarakat (calon
pengguna Jasa BPJS Kesehatan) untuk tergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pengguna Jasa BPJS Kesehatan juga diwajibkan melengkapi dan pemenuhan sejumlah
persyaratan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan
melakukan verifikasidan penerirnaan Peserta BPJS Kesehatan (Pengguna Jasa Kesehatan).
Lebih lanjut mengenaisyarat dan mekanisme menjadi peserta jaminan kesehatan atau
pengguna jasa BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan
l3Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatandan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah





Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 1 fahun 2014 Tentang penyelenggaraan Jaminan
-Kesehatan. Mengacu kepada Peraturan BPJS Kesehatan tersebut, peserta jaminan
kesehatan diartikan sebagai setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat
6 (enam bulan) di lndonesia, yang telah membayaran iuran. Sementara itu, yang dimaksud
iuran ialah iuran jaminan kesehatan yakni sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh
Peserta, pemberi kefa, dary'atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
Sehubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dan dikaitkan dengan pembayaran
iuran, dibagi menjadi dua bentuk pembayaran iuran yakni:
1. Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehtan (PBl), meliputi fakir miskin dan orang
tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Non pBl) terdiri dari :
a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pNS, TNl, pOLRl,
Pejabat negara, Pegawai Pemerintah non pegawai Negeri, pegawai Swasta
dan Pekerja lain yang menerima upah, termasuk WNA yang bekerja di
lndonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja di
luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan
penerima upah, termasuk WNA yang bekerja di lndonesia paling singkat 6
(enam) bulan.
c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya investor, pemberi kerja, penerima
pensiun, veteran, perirrtis kemerdekaan, janda, duda, ataqr anak yatim dari
veteran atau perintis kemerdekaan serta bukan pekerja lain yang membayar
iuran.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara BPJS
Kesehatan dengan Pegguna Jasa BPJS Kesehatan ada dan timbul setelah masyarakat
dinyatakan tergabung dalam BPJS Kesehatan atau menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut ditandai dengan diterbitkannya kartu identitas peserta
BPJS Kesehatan yang berisi nomor dan identitas peserta oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya
kartu identitas peserta tersebut menjadi bukti bagi Pengguna Jasa BPJS Kesehalan untuk
dapat menikmati manfaat Jaminan Kesehatan yang disediakan oleh BpJS Kesehatan.
Layaknya suatu hubungan hukum yang ditahirkan dari suatu perjanjian, hubungan
hukum antara BPJS Kesehatan dan Pengguna Jasa BPJS Kesehatan menimbulkan hak dan
kewajiban dimasing-masing pihak. Hak-hak dari BPJS Kesehatan melekat menjadi kewajiban
Pengguna Jasa BPJS Kesehatan. Sebaliknya, hak-hak dari Pengguna Jasa BpJS Kesehatan
melekat sebagai kewajiban BPJS Kesehatan. Selanjutnya hak dan kewajiban tersebut
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem BPJS Kesehatan.
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Selanjutnya, BPJS Kesehatan selaku pelaku usaha dan Pengguna Jasa Kesehatan
selaku konsumen melahirkan htibungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.
Konsekuensinya,hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dan Pengguna Jasa BPJS
Kesehatan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur
perlindungan konsumen dan asas-asas perlidungan konsumen. Sehingga hak dan kewajiban
BPJS Kesehatan dan Pengguna Jasa BPJS Kesehatan dalam sistem BPJS Kesehatan tidak
dapat dilepaskan dari pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam
perspektif perlindungan konsumen.
Secara teoritis, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum,sedangkan
kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya
mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungioleh hukum dalam melaksanakannya.ra
Kepentingan yang dijamin oleh hukum tersebut dapat bersumber dari hakikat manusia (hak
asasi), pengaturan oleh tiukum dan dapat pula bersumtrer dari kontraUperjanjian.ls ..
Sementara itu, upaya yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan.oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam memenuhi kepentingan pihak lain disebut dengan kewajiban. Setiap
pelaksanaan kewajiban didasari atas suatu tanggung jawab. Tatkala suatu kewajiban tidak
dilaksanakan maka seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam hal
terdapat kerugian maka penuanian kewajiban tersebut dapat dimintakan tanggung gugat.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, hak konsumen melekat menjadi kewajiban
pelaku usaha dan hak pelaku usaha melekat menjadi kewajiban konsumen. Secara umum,
terdapat ada4 (empat) hak yang menjadi hak dasar konsumen, yaitulG :
a. hak untuk mendapatkan keamanan (f/re right to safety);
b. hak untuk mendapatkan informasi ( fhe right to be informed);
c. hak untuk memilih (the right lo choose);
d. hak untuk didengar (the right to be heard)
Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa yang ditawarkan di
masyarakat, keempat hak-hak konsumen tersebut di atas di perluas. Sejumlah organisasi
konsumen yang tergabung dalam The lntemationatOrganization of Consumer lJnion (IOCU),
memperluas hak-hak konsumen dengan menambahkan hak mendapatkan pendidikan
laSudikno Mertokusumo, MengenalHukum: suatu pengantar, Liberty,Yogyakarta,lgS6 h.40.
lsJanus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di lndonesra, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006. h.35.
l6Sidharta, Hkum Perlindungan Konsumen,Jakarta,Grasindo, 2000, h 16-27.
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konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat.17
Datam konteks hukum positif lndonesia, hak-hak konsumen tersebut di atas diperluas
dan dijabarkan dalam Pasal4 UUPK, yang terdiri dari:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang
dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilaitukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang darVatau jasa yang
digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
t. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlukan atau dilayanisecara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Terkait dengan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana tersebut di atas,
menimbulkan kewajiban pelaku usaha. Sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha
terhadap barang dan jasa yang ia tawarkan, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7
UUPK, yakni:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang darVatau jasa yang berlaku;
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberijaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
lTCelina Tri Siwi Kristiyanti, lbid, h.31
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan; dan
g. Memberikan kompensasi, gantirugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterirna atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Sehubungan dengan dimanfaatkannya barang dan/atau jasa oleh konsumen, pelaku
usaha memiliki hak-hak yang dijamin oleh UUPK. Mengacu kepada Pasal6 UUPK, hak-hak
pelaku usaha tersebut terdiri dari:
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi isi dan nilaitukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriktikad tidak baik;
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;
d) Hak untuk terhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan ileh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Terkait dengan pemenuhan hak-hak pelaku usaha tersebut di atas dan sebagai upaya
untuk mendidik konsumen menjadi konsumen cerdas, Pasal 5 UUPK mengatur sejumlah
kewajiban konsumen yakni:
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilaitukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut di atas, pelaku usaha dan
konsumen juga dibatasi oleh asas-asas perlindungan konsumen baik yang tertulis maupun
tidak tertulis. Sebagai bentuk upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen dan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen, pelaku usaha, pemerintah
dan masyarakat, Pasal 2 UUPK merumuskan asas-asas konsumen sebagai berikut:
a. Asas manfaat, yakni mengkehendaki setiap upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
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I.
b. Asas keadilan, yakni mengkehendaki partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Asas keseimbangan, yakni mengkehendaki adanya keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan
spiritual.ls Asas ini juga menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen),
dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan
penegakan hukum perlindungan konsumen.
d. Asas keamanan dan'keselamatan konsumen, yakni mengkehendaki upaya
perlindungan konsumen dapat memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya
iaminan hukum bahwa konsumen akdn meniperoleh manfaat dari produk yang
dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam
ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.
e- Asas kepastian hukum, yaknimengkehendaki upaya perlindungan konsumen dapat
menciptakan pelaku usaha maupun konsumen yang taat hukum sehingga dapat
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pertindungan konsumen, serta
menjamin kepastian hukum. Artinya, dengan dibentuknya undang-undang ini
mengharapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam
undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga
masing-masing pihak memperoleh keadilan.ls
Beranjak dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di atas, berikut ini akan
diuraikan mengenaikarakteristik hak-hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan selaku kosumen
dalam sistem BPJS Kesehatan. Namun Guna memperoleh karakteristik dari hak-hak
Pengguna Jasa BPJS Kesehatan datam sistem BPJS Kesehatan, perlu juga diuraikan
mengenai hak dan kewajiban BPJS Kesehatan dan Pengguna Jasa BPJS Kesehatan yang
terdapat dalam sistem BPJS Kesehatan.
2.1 Hakdan Kewajiban BPJS KLsehatan
Dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan selaku suatu
badan hukum yangdibentuk berdasarkan perintah undang-undang dapat melakukan
perbuatan hukum di bidang keperdataan. Perbuatan hukum di bidang keperdataan tersebut
l8Asas keseimbangan ini juga dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1g99 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehai, ttrat pasal 2.




meliputimelakukan penerimaan calon peserta, melakukan verifikasi, menyatakan penerimaan
kepesertaan, melakukan penagihan iuran dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
sehubungan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Lebih lanjut mengenai tindakan hukum keperdataan BPJS Kesehatan dituangkan
dalam wewenang dan tugas BPJS Kesehatan. Mengacu kepada Pasal 10 UU Nomor 40
Tahun 2011 tentang BPJS, tugas BPJS ialah sebagai berikut :
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b. memungut dan mengumpulkan luran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
c. menerima Bantuan luran dariPemerintah;
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
t. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial
kepada Peserta; dan masyarakat.
Sedangkan wewenang BPJS berdasarkan Pasal 11 UU BPJS adalah sebagai
berikut:
a. menagih pembayaran luran;
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasijangka pendek dan jangka
panjang dengan mempeftimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-
hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan,
f . mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang
tidak memenuhi kewajibannya;
g. melaporkan -Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai
ketidakpatuhannya dalam membayar luran atau dalam memenuiri kewajiban
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan









Sementara terkait dengan bentuk pemenuhan hak-hak pengguna jasa BpJS
Kesehatan, melekat beberapa kewajiban dari BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan pasal
10 UU BPJS, kewajiban yang harus dipenuhi oleh BPJS diantaranya:
a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;
b. Mengembangkan asset dana jaminan sosial dan asset BFJS untuk sebesar_
besamya kepentingan Peserta;
c. Memberikan ninformasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai
kineria, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
d. Memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk
mengikutiketentuan yang bedaku;
f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk
mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan
pengembangannya satu kali dalam satu tahun;
h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun satu kali
dalam satu tahun;
i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang
lazim dan berlaku umum;j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam
penyelenggaraan jaminan sosial;
k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara
berkala enam bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.
2.2 Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa BpJS Kesehatan
Layaknya konsumen pada umumnya, pengguna Jasa BpJS Kesehatan memiliki
sejumlah hak-hak yang harus dipenuhi oleh BpJS Kesehatan selaku pelaku usaha. Hak-hak
tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha.
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) peraturan BPJS Kesehatan Nomor
'l rahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, hak-hak penggunaJasa BpJS
Kesehatan meliputi:
a. mendapat identitas peserta;
ldentitas peserta merupakan keterangan mengenai subjek hukum yang telah
dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. ldentitas
ini meliputi nama, nomor induk, pas photo dan keterangan lainnya.
b. mendapatkan Nomor Virlual Account;
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Nomor Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh
BPJS Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan, dalam
pembayaran iuran jaminan kesehatan. Adapau tujuan dari Nomoi Vrfual
Account ini adalah untuk memudahkan pengguna iasa BPJS Kesehatan dalam
melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan.
c. memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan;
Fasilitas tingkat pertama merupakan segala bentuk pelayanan kesehatan
tingkat pertama berupa pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
Sementara itu, rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan
peroranganyang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada pemberi
pelayanankesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi,
diagnosis,pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Begitu juga
halnya dengan Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang
bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis,
pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta
dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
d. memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan;
Manfaat pada dasarnya didefinisikan sebagai faedah yang dapat diterima oieh
peserta BPJS Kesehatan maupun keluarganya. Faedah tersebut berupa
segala bentuk pelayananan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medas habis
pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan dan dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan.Adapun pelayanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan tersebut di
atas, terdiri dari:
a. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
b, pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
c. pelayanan gawat darurat;
d. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai;
e. pelayanan ambulance;
f. pelayanan skrining kesehatan; dan
g. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
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Selanjutnya yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan lainnya yaitu
pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yangbekerjasama
dengan BPJS Kesehatan termasuk fasilitas kesehatanpenunjang
seperti: laboratorium, instalasifarmasi Rumah Sakit, apotek, unit
transfusi darah/Palang Merah lndonesia, optic, pemberi pelayanan
Consumable Ambulatory Peritonial Dr'alrvs (CApD) dan praktek
Bidan/Perawat atau yang setara.
e. menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atauBpJS
Kesehatan yang bekerja sama;
f. mendapatkan informasi pelayanan kesehatan; dan
g. mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.
Disamping hak-hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan yang tersebut di atas, pengguna
Jasa BPJS Kesehatan juga memiliki sejumlah kewajiban. Berdasarkan ketentuan pasal 26
Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,
kewajiban dari Pengguna Jasa BPJS Kesehatan meliputi:
a. Membayar iuran
luran yang dimaksud ialah iuran jaminan kesehatan yakni sejumlah uang yang
dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk
program jaminan kesehatan. Adapun besaran nilai uang yang dilakukan
pembayaran tergantung kepada golongan keikutsertaan jaminan kesehatan
yang diikuti.
Adapun besaran nilai iuran yang dibayarkan tergantung dari jenis kepesertaan
dan golongan. Klasifikasi iuran. yang dibayarkan oleh peserta BpJS Kesehatan
adalah sebagai berikut :
a. Bagi peserta Penerima Bantun luran (pBl) Jaminan Kesehatan iuran
dibayar oleh Pemerintah.
b. luran bagi Peserta Pekerja penerima Upah yang bekeqla pada
Lembaga Pemerintahan terdiri dari pegawai Negeri Sipil, anggota
TNl, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non
pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per
. bulan dengan ketentuan: 3Yo (tiga persen) dibayar oleh pemberi
kerja dan 2o/o (dua persen) dibayar oleh peserta.
c. luran bagi Peserta pekerja penerima Upah yang bekerja di BUMN,'
BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji
atau Upah per bulan dengan ketentuan :4% (empat persen) dibayar
oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dabayar oleh
peserta.
ad. luran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri
dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran
sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang
per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
e. luran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan
penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
1 sebesar Rp.2s.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas lll;
2 sebesar Rp.42.500 (empat puruh dua ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas ll;
3 sebesar Rp.59.s00,- (tima putuh sembilan ribu lima ratus
rupiah) per orang per buran dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas l.
t. luran Jaminan Kesehatan bagiVeteran, perintis Kemerdekaan, dan
janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau perintis
Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari
45% (empat puluh lima persen) gaji pokok pegawai Negeri sipil
golongan ruang lll/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per
bulan, dibayar oleh pemerintah.
g. Pembayaran iuran paling rambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
Melaporkan perubahan data kepesertaan;
Melaporkan status kepesertaan; dan
Melaporkan kerusakan dan/atau kehilangan kartu identitas peserta Jaminan
Kesehatan.
3. Karakteristik Hak-hak Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Dalam Sistem BPJS
Kesehatan
Menelaah sistem BPJS Kesehatan, hak-hak Pengguna Jasa BpJS Kesehatan yang
paling utama ialah memperoleh manfaat jaminan kesehatan. Sebagaimana yang telah
diuraikan, manfaat jaminan kesehatan tersebut berupasegala bentuk petayananan meliputi
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat
kesehatan dan bahan medis habis. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk manfaat jaminan






Dalam melakukan pemenuhan manfaat jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan tidak
bekerja sendirian. EPJS Kesehatan rr.enggunakan jasa pihak ketiga yakni penyelenggara
pelayanan kesehatan. Guna menjamin kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pengguna Jasa BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan
melalui Menteri menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan. Selanjutnya standar tersebut
menjadi acuan bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Mengenai standar mutu pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, dalam Pasal
47 ayat ('l) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap
peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratlf, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut
dijelaskan lebih detail tentang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu meliputi "semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan, fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan termasuk fasilitas kesehatan penunjang yang terdiri atas: laboratorium,
instalasi farmasi Rumah Sakit, apotek, unit transfuse darah/ Palang Merah lndonesia, optic,
pemberi pelayanan Consumable Ambulatory Peritonial Dialisis (CAPD), dan praktek
Bidan/Perawat atau yang setara. Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan yang dijamin
oleh BPJS Kesehatan terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
b. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
c. pelayanan gawat darurat;
d. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai;
e. pelayanan ambulance;
f. pelayanan skrining kesehatan; dan
g. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
Lebih lanjut pelayanan apa saja yang didapat oleh pengguna jasa BPJS Kesehatan
akan diuraikan sebagai berikut :
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
Pada pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pe(ama metiputi :
Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat
pertama, pelayanan kesehatan gigi, dan pelayanan kesehatan oleh bidan dan perawat.pada
pelayanan kesehatan rawat.jalan tingkat pertama, harus memiliki fungsi pelayanan kesehatan
yang komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan gawat darurat termasuk pelayanan
penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan farmasi.
b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan
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tDalam pasal 54 ayat (1) Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa
Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 47 ayat (3) huruf b harus diberikan kepada peserta berdasarkan ruiukan dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Selanjutnya,
Pasal 2 ayat ini membagifasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang terdiri atas:
a. Klinik utama atau yang setara;
b. Rumah sakit umum;dan
c. Rumah sakit khusus. Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat berupa Rumah Sakit milik Pemerintah,
Pemerintah Daerah, TNl, Polri maupun Rumah Sakit Swasta yang bekeriasama dengan BPJS
Kesehatan.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,
Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib
melakukan sistem rujukan bedenjang dengan mengacu pada:
a. peraturan Menteri;
b. pedoman sistem rujukan nasional; dan
c. pedoman administrasi pelayanan BPJS Kesehatan.
Dalam menjalankan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitaskesehatan tingkat
pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistemrujukan berjenjang.Fasilitas kesehatan
dapat melakukan rujukan horizontal dan vertikal. Rujukan horizontal dilakukan antar
pelayanan kesehatan dalam satutingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatansesuaidengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatandan/atau
ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Rujukan vertikal dilakukan antar
pelayanan kesehatan yang berbedatingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang
lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebatiknya.
Pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, terdiri atas pelayanan kesehatan rawat
jalan tingkat lanjutan dan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan. Pelayanan
kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan merupakan pelayanan yang bersifat spesialistikdan
subspesialistik. Sedangkan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dilakukan
apabila diperlukan berdasarkan indikasi medis yang dibuktikan dengan surat perintah rawat
inap dari dokter. Pelayanan kesehatan berupa rawat inap tingkat lanjutan mencakupsemua
pelayanan kesehatan yang diberikan pada rawat jalan tingkatlanjut ditambah dengan
akomodasi yang berupa:
a. perawatan inap non intensif; dan
b. perawatan inap intensif.
Adapun Akomodasi atau ruang perawatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai
berikut:
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a. ruang perawatan kelas lll bagi:peserta pBl Jaminan Kesehatan; dan peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan pekerjayang membayar iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruangperawatan kelas lll.
b. ruang perawatan kelas ll bagi:pegawai Negerisipil dan penerima pensiun pegawai
Negeri Sipilgolongan ruang I dan golongan 
. 
ruang ll
anggotakeluarganya;Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota
beserta
TNI yang
setaraPegawai Negeri sipil golongan ruang I dan golongan ruang llbeserta anggota
keluarganyagnggota Polri dan penerima pensiun Anggota polri yang setarapegawai
Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang llbeserta anggota
keluarganya;Peserta Pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah Nonpegawai
Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan'r,s (satukoma lima) kali penghasiran
tidak kena pajak dengan statuskawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota
keluarganya; danPeserta pekerja. Bukan penerima upah dan peserta bukan
Pekerjayang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruangperawatan keras I.
c. ruang perawatan kelas I bagi: pejabat Negara dan anggota keluarganya; pegawai
Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipilgolongan ruang lll dan
golongan ruang lV beserta anggotakeluarganya;Anggota TNI dan penerima pensiun
Anggota TNI yang setara pegawai Negeri Sipir gorongan ruang I dan gorongan ruang
lV beserta anggota keluarganya; Anggota polri dan penerima pension Anggota polri
yang setara Pegawai Negeri sipil golongan ruang lll dan golongan ruang lV beserta
anggota keluarganya;Veteran dan perintis Kemerdekaan beserta anggota
keluarganya; janda, duda; atau anak yatint piatu dari Veteran atau perintis
Kemerdekaan;Peserta Pekerja penerima Upah dan pegawai pemerintah Non
Pegawai Negeri dengan gaji atau upah mulai .1,5 (satu koma lima)sampai dengan 2
(dua) kali penghasiran tidak kena pajak denganstatus kawin dengan 1 (satu) anak,
beserta anggota keluarganya;dan peserta pekerja Bukan penerima Upah dan peserta
bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan
kelas l.
Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan gawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf c
dapat dilakukan darurat sesuai dengan indikasi medis perayanan gawat darurat. perayanan
gawat darurat sebagaimana merupakan perayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan, sesuai dengan
kemampuan fasilitas kesehatan dengan kreteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pelayanan gawat darurat dapat diberikan oleh :
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama;
b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
c
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IFasilitas Kesehatan tingkat lanjutan ini meliputi fasilitas kesehatan baik yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak bekerjasama. Fasilitas kesehatan
yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BpJS Kesehatan
setelah keadaan daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.
d. Pelayanan Obat Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis pakai
Pelayanan obat, alat kebdhatan, dan bahan medik habis pakai yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayal (3) hunrf d sesuai dengan indikasi medis
merupakan hak peserta jaminan kesehatan. pelayanan obat, bahan medis habis pakai, alat
kesehatan dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik
di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada peserta
berpedoman pada daftar obat, dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas kesehatan dan
jejaringnya wajib menyediakan pelayanan obat,alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.
e. Pelayanan Ambulans
Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayar (3) huruf e
merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas
kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk
kepentingan keselamatan peserta.
f. Pelayanan Skrining Kesehatan
Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) hunrf
f diberikan secara perorangan dan selektif. pelayanan skrining kesehatan sebagaimana
dimaksud ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari
risiko penyakit tertentu meliputi:
a. diabetes mellitus tipe 2,
b. hipertensi ;
c. kanker leher rahim;
d. kanker payudara; dan
e. penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di
atas dimulai dengan analisis riwayat kesehatan, yang dirakukan sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali. Dalam hal peserta teridentifikasi mempunyai risiko berdasarkan riwayat
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penegakan diagnosa meralui
oemeriksaan penunjang diagnostik tertentu. peserta yang telah terdiagnosa penyakit tertentu
:erdasarkan penegakan diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan pengobatan
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sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada
huruf c sampai dengan huruf e di atas dilakukan sesuai dengan indikasi medis. pembiayaan
skrining kesehatan tidak temtasuk dalam tarif kapitasi dan INA-CBGs. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembiayaan skining kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganan
Beranjak dari bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut di atas, diketahui bahwa
sebagian pemenuhan hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan terletak pada pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Konsekuensinya, BpJS Kesehatan
bertanggung jawab atas segala bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
pihak ketiga. oleh karena itu, dalam memastikan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pengguna Jasa BpJS Kesehatan, BPJS
Kesehatan melalui Menteri menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan. selanjutnya
standar tersebut menjadi acuan bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. selain itu,
sebagai bentuk pertanggungjawaban dari BpJS Kesehatan dalam pemenuhan hak-hak
pengguna Jasa BPJS Kesehatan, BpJs Kesehatan juga harus selektif dalam memilih dan
menentukan kerja sama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan.
4.Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan
4.1. Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan oleh BpJS Kesehatan
Pada perspektif perlindungan konsumen, ada berbagai macam hak yang harus
dipenuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen. Namun dalam pemenuhan hak-hak oleh BpJS
Kesehatan kepada pengguna jasa BPJS Kesehatan 
, ada berbagai macam pelanggaran yang
dilakukan. salah satu diantaranya yaitu hak atas informasi. BpJS Kesehatan tidak
memberikan informasi mengenei segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan
seperti fasilitas apa yang bisa didapatkan, tata cara klaim, dan hal lain yang menyangkut
proses pelayanan kesehatan. lnformasi tentang pelayanan kesehatan seharusnya wajib
didapatkan oleh calon pengguna jasa BpJS Kesehatan pada saat melakukan pendaftaran
maupun setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Padahal pengguna jasa BPJS Kesehatan yang dalam hal ini adalah peserta jaminan
sosial kesehatan mempunyai hak-hak yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan BpJS
Kesehatan. Hak-hak tersebut diantaranya adalah : mendapatkan kartu peserta sebagai bukti
;ah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang
rak dan kewajiban serta prosedur petayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
rerlaku, mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang beker.iasama dengan BpJS
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Kesehatan dan menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara Iisan atau tertulis
ke Kantor BPJS Kesehatan.
Secaranormatif,setiapprodukyangdiperkenalkankepadakonsumenharusdisertai
informasi yang benar. lnformasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai
gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. lnformasi ini dapat disampaikan
dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media'
atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Menurut Troelstrup, konsumen saat
ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan sekitar 50
tahun lalu.
Hak untuk mendapalkan informasi menurut Prof. Hans w. Micklitz, seorang ahli
hukumkonsumendariJerman,dalamceramahdiJakarta,26-30oktober1998
membedakan konsumen berdasarkan hak ini.s Menurutnya, secara garis besar dapat
dibedakan dua tipe konsumen, yaitu : konsumen yang terinform asi (well-informed) dan
konsumen yang tidak terinformasi. Aclanya pembedaan tipe konsumen tersebut, informasi
wajib diberikan kepada semua konsumen (tidak diskriminati0'
Penggunaanteknologiyangtinggidalammekanismeproduksibarangdan/atau
jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat
konsumen. Di sisi lain, mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki
kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya' Apa yang dikenal
denganconsurnerignorance,yakniketidakmampuankonsttmenmenerimainformasi
akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja
dimanfaatkan secara tidak sewaiarnya oleh pelaku usaha. ltulah sebabnya, hukum
perlindungankonsumenmemberik?nhakkonsumenatasinformasiyangbenar,yangdi
dalamnya tercakup iuga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak
diskriminatif.2l
Selain hak atas informasi yang benar yang telah disebutkan di atas, terdapat
pelanggaran lain yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yaitu hak atas memilih. Misalnya,
untuk memperoleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan mengharuskan Pengguna Jasa
BPJS Kesehatan memperoleh rujukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti
rujukan dari dokter, klinik/puskesmas, atau rumah sakit umum daerah kategori D'
Konsekuensinya, Pengguna BPJS (esehatan tidak memiliki keleluasaan dalam memilih
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mwarta konsumen, 1998, h. 33-34.
2lCelina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cff, h. 35.
fasilitas kesehatan yang ia kehendaki dan kerapkali mengalami kesulitan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan.
Hal lain yang menjadi keluhan di sebagian besar masyarakat pengguna jasa BPJS
Kesehatan yaitu mengenai kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakanjasa BPJS
Kesehatan. Ada beberapa rumah sakit yang belum bisa meng.cover semua kebutuhan
pasien. Bahkan pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan inap 10 hari misalnya,
tetapi yang di-coveroleh BPJS hanya beberapa hari sa.la. Begitu iuga mengenai hak pasien
dalam mengkonsumsi obat-cibatan. BPJS Kesehatan hanya memfasilitasi obat untuk
penyakit yang ringan saja, sedangkan untuk penyakit kelas berat seperti kanker belum
semua pasien dapat mengakses fasilitas tersebut. Sedangkan hak atas keamanan dan
keselamatan ini seharusnya wajib diberikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan
konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya. sehingga
konsumen dapat terhindir dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu
produk.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan hak-hak
pengguna jasa BPJS Kesehatan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, maka
BPJS Kesehatan telah melanggar hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan sebagai
konsumen diantaranya adalah hak atas informasi, hak atas keamanan dan keselamatan
dan hak atas memilih di mana hak-hak tersebut dilindungi oleh UUPK.
4.2 Pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan oleh penyelenggara
pelayanan kesehatan
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa dalam
melakukan kewa.jibannya sebagai penyedia jasa, BPJS Kesehatan melakukan kerjasama
dengan pihak ketiga yaitu penyelenggara pelayanan kesehatan. Penyelenggara pelayanan
kesehatan ini meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan dan fasilitas kesehatan lainnya yang telah diatur dalam Peraturan BPJS
Kesehatan Nomor I Tahun 2014. Penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut
merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebelumnya dengan BPJS Kesehatan
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan
kewajiban yang melekat pada penyelenggara pelayanan kesehatan dan pengguna jasa
BPJS Kesehatan.
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Dalam melaksanakan kewajibannya, jika pihak penyelenggara pelayanan kesehatan
melakukan pelanggaran atas hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan, maka pihak
penyelenggara BPJS Kesehatan wajib bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas
kerugian yang dialami oleh pengguna jasa BPJS Kesehatan. pertanggung jawaban
tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan dengan syarat bahwa
kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan yang timbul di luar perjanjian yang telah
disepakati antara BPJS Kesehatan dengan pihak penyelenggara pelayanan kesehatan.
sebagai contoh yaitu mengenai kasus malpraktik yang dilakukan oleh doker yang praktik
di suatu rumah sakit. Kasus malpraktik ini dikategorikan sebagai kesalahan yang murni
timbul dari individual dokter tersebut. Maka dalam hal ini yang bertanggung lawab dan
bertanggung gugat atas kesalahan tersebut yaitu dokter atau rumah sakit yang menjadi
penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut.
5. Dasar gugatan yang dapat diaiukan oleh pengguna jasa BpJS Kesehatan yang
dilanggar hak-haknya
Sebelum memasuki pokok bahasan mengenai dasar gugatan yang dapat diajukan
oleh pengguna jasa 6PJS Kesehatan, akan dikaji terlebih dahulun mengenai ruang lingkup
tanggung gugat. Tanggung gtlgat merupakan pertanggungjawaban pada bidang hukum
perdata. Pada bidang hukum perdata, tanggung gugat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu
tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatige daad). Tanggung gugat juga merupakan bagian dari
tanggung jawab. Tanggung ja'wab (responbility) mempunyai wilayah hukum publik, yakni
hukum pidana dari hukum administrasi, sedangkan tanggung gugat merupakan terjemahan
dari liability lebih merupakan kewajiban memberikan ganti rugi atas suatu kesalahan.
Dengan demikian tanggung gugat merupakan kajian hukum perdata khususnya hukum
perikatan.2
Pengertian tanggung gugat untuk melukiskan adanya aansprakelijkheid adalah unluk
lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku
perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya
dan karena pertanggungjawaban tersebut, si pelaku harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita
terhadap si pelaku.23 Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-
undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan
pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak
konsumen.
22Yohanes sogar simamora, Beberapa Aspek Hukum pedindungan Konsumen Dalam Bisnis
Ketenagalistikan, dalam JurnalYustika Media Hukum dan Keadilan, Volume 2 Desember 1999, FH-
Universitas Surabaya, h.62
23M.A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, pradnya paramita, Jakarta, j979, h.1.13.
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Menurut J.H Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk
menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. perbuatan melanggar
norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena perbuatan melawan hukum dan
wanprestasi.2aDari pasal 136s BW, Lebih jauh Nieuwenhuis menguraikan bahwa
seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang lain jika :
a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan
melanggar hukum);
b. Kerugian itu timbur sebagai akibat perrruatan tersebut (hubungan kausar);
c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan); dan
d. Norma yang dilanggar mempunyai "strekkingf limbulnya kerugian.
Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausar, dan relativitas, masing-
masing merupakan syarat yang perlu (noodaaketijk) dan secara bersama merupakan syarat
yang cukup (veldoende) untuk tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW.2s
Dalam konteks perrindungan konsumen pada umumnya, tanggung gugat peraku usaha
berdasar pada hubungan kontraktual dengan konsumen. Hubungan hukum tersebut berupa
perjanjian atau perikatan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam memanfaatkan
barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. sehingga tatkala pelaku usaha
tidak melakukan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak konsumen, maka pelaku usaha
dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi.
Meskipun terdapat tanggung gugat pelaku usaha yang berdasar pada hubungan
kontraktual (terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen) akan tetapi
konsep tanggung gugat pelaku usaha tidak serta merta didasarkan pada perjanjian. Tanggung
gugat pelaku usaha yang tidak didasarkan pada hubungan kontraktual atau perianjian,
konsumen dapat menggual berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
Hal tersebut menyusur pengaturan konsep tanggung jawab peraku usaha yang diatur
dalam UUPK. Mengacu kepada pasal 19 ayat (1) UUpK disebutkan bahwa pelaku usaha
bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Dihubungkan dengan BPJS Kesehatan selaku pelaku usaha dan pengguna Jasa BpJS
Kesehatan selaku konsumen maka BpJS Kesehatan bertanggung jawab atas pemenuhan
hak-hak pengguna BPJS Kesehatan. Dalam hal terdapat kerugian pengguna jasa BpJS
"J.H Nieuwenhuis, Hoofdstukken verbintenissenrecht, ter.iemahan, universitas Airlangga,
Surabaya, 1985, h. 135.
zstbid, h. 118.
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Kesehatan, maka atas kenpian tersebut melekat tanggung gugat pelaku usaha. Namun
sebelum menelaah lebih lanjut mengenai tanggung gugat BPJS Kesehatan perlu kiranya
diuraikan itrengenai hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan Pengguna Jasa BPJS
Kesehatan selaku konsumen.
5.1 Gugatan berdasarkan Perbuatan ltllelanggar Hukum
Menurut Gunawan \A/idjaja dan Ahmad Yani baik perjanjian yang dibuat dan disepakati
oleh para pihak maupun yang dibuat oleh pembuat undang-undang, keduanya membuat
perikatan diantara para pihak yang membuatnya.26Karena itu, bila seseorang konsumen
menderita kerugian akibat mengonsumsi produk barang dan atau jasa dan ingin menuntut
pihak produsen/pelaku usaha, maka jalan hukum yang dapat ditempuh yaitu berdasarkan
perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BIV).
Mengenai perbuatan melanggar hukum, hal tersebut diartikan dengan berbuat atau
tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak orang lain,
bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus
diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. Sesuai ketentuan
yang telah diatur dalam BW tersebut, salah satu yang mendasari seseorang melakukan
perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban
hukum pelaku. Kewajiban hukum pelaku diartikan sebagai aturan yang mengikat secara
umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki kewenangan.2T
Kalimat "bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku", menurut J.H Niewuinhuis
adalah kewajiban hukum yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti rnateriil,
yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki
wewenang.
Bila dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh BPJS
Kesehatan, yaitu tidak diberikannya hak atas informasi, hak atas keamanan dan keselamatan
dan hak atas memilih, maka BPJS Kesehatan bisa dikatakan tidak melakukan kewajibannya
sebagai pelaku usaha yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban-
kewajiban pelaku usaha.Sehingga hak-hakyang seharusnya didapatkan oleh pengguna.iasa
BPJS Kesehatan tidak diberikan oleh BPJS Kesehatan
Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya usahanya haruslah memperhatikan
segala sesuatu yang menjadikewajibannya. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang
26Gunawan Wid.ja.ja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Pe{lindungan Konsumen, Gramdeia
Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
27Agus Yudha Hernoko, Makalah Workshop Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga,Surabaya, 2014, h.5.
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diatur oleh undang-undang, konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha
tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita olth konsumen.
Penerapan tanggung gugat pelaku usaha berdasarkan Pasat 1365 BW ini,
mewajibkan pihak penderita (penggugat) membuktikan adanya hubungan kausal antara
perbuatan dan kerugian. Pembuktian demikian ini sebagai azas'tanggung gugat kesalahan' '
yang dianut Pasal '1365 BW. Pemenuhan ganti rugi konsumen bergantung pada keberhasilan
pembuktiannya. Konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna jasa BPJS Kesehatan harus
membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ada tidaknya unsur
kesalahan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dibuktikan oleh pengguna jasa BPJS
Kesehatan,
Namun dengan adanya beban pembuktian pada konsumen, haltersebut dirasa kurang
melindungi pengguna jasa BPJS Kesehatan yang dilanggar hak-haknya oleh BPJS
Kesehatan. Hal ini dikarenakan posisi konsumen yang selalu lemah tersebut kesulitan
membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
5.2 Gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 uuPK, bahwa pelaku
usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum untuk mengganti
segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Pelaku
usaha dalam halini adalah BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban memberikan kompensasi
atau ganti rugi atas kerugian konsumen akibat dilanggarnya hak konsumen yaitu hak atas
keselamatan dan keamanan, hak atas informasi dan hak memilih. Konsumen yang dalam ini
adalah pengguna jasa BPJS Kesehatan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-
undang. oleh karenanya, konsumen dapat mengajukan gugatan sesuai dengan kerugian
yang dideritanya.
Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, kepadanya dapat dijerat dengan
dasar perbuatan melanggar hukum, sehingga konsumen dapat menuntut ganti rugi
sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha
bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Konsekuensinya, BPJS Kesehatan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pengguna
,iasanya. Adapun bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu :
a. Pengembalian uang;
b. Penggantian barang dan/ataujasa yang setara nilainya;
c. Perawatankesehatan:
d. Pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
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Jika pelaku usaha terbuKi melakukan pelanggaran hak-hak pengguna jasa BPJS
Kesehatan, maka BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (2)
tersebut di atas kepada peserta BPJS Kesehatan.
Mengenai konsep pembuktian kesalahan yang diatur dalam UUPK, berbeda dengan
konsep pembuktian dalam Pasal 1365 BW. Pembuktian dalam UUPK, menganut asas
pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal22 UUPK yaitu pembuktian ada tidaknya unsur
kesalahan dalam kasus kasus pidana, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha
tanpa menutup kemungkinan bagijaksa untuk melakukan pembuktian. Jika dikaitkan dengan
tanggung gugat BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan sebagai pelaku usahawajib membuktikan
kesalahannya kepada pengguna.jasa BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian atas tidak




Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka
dapat dirumuskan kesimpulan berupa :
a. Terdapat beberapa hak-hak pengguna jasa BPJS Kesehatan dalam sistem BpJS
Kesehatan. Tentunya, hak-hak tersebut harus berdasarkan kebutuhan pengguna jasa
BPJS Kesehatan yang sesuai dengan tujuan BPJS Kesehatan sendiri yaitu
memberikan manfaat jaminan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. Jika
dikaitkan dengan hak-hak konsumen dalam UUPK, hak-hak pengguna jasa BpJS
Kesehatan dalam sistem BPJS Kesehatan sekilas sudah memenuhi kriteria hak-hak
konsumen yang diatur dalam UUPK. Namun dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan, BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak-hak pesertanya bergantung pada
pelayanan pihak ketiga. Konsekuensinya, BPJS Kesehatan bertanggungjawab atas
segala bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh
karena itu, dalam memastikan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pengguna jasa BPJS Kesehatan, BpJS
Kesehatan melalui Menteri menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan.
Selanjutnya standar tersebut menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan
ksehatan.
b. Pengguna jasa BPJS Kesehatan yang merasa dirugikan karena dilanggar hak-haknya,
terutama hak memperoleh manfaat jaminan kesehatan oleh pihak BPJS Kesehatan
dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada BPJS Kesehatan. Yang pedu diketahui
bahwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama
dengan penyelenggara pelayanan kesehatan. Jika pelanggaran-pelanggaran tersebut
didasarkan atas kesalahan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menjalankan
kewajibannya sebagaimana yang telah diperianjikan antara BPJS Kesehatan dan
penyelenggara pelayanan kesehatan, maka pihak penyelenggara pelayanan
kesehatan tersebut dapat digugat seperti halnya gugatan yang diajukan kepada BPJS
Kesehatan. Mekanisme tanggung gugat yang dapat diajukan oleh pengguna jasa BPJS
Kesehatan, meliputi 2 macam, yaitu : Tanggung gugat berdasarkan perbuatan
melanggar hukum dan tanggung gugat berdasarkan UUPK.
Adapun saran yang bisa diberikan peneliti adalah sebagai berikut :
a. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan seharusnya lebih
meningkatkan lagi pelayanan kesehatannya dengan cara merubah ketentuan di dalam
peraturan perundang-undangan yang sekiranya kurang menguntungkan bagi
pengguna jasa BPJS Kesehatan. Selain itu BPJS Kesehatan juga harus aktif
melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
38
menyampaikan informasi-informasi kepada pengguna jasa BpJS Kesehatan terkait
dengan upaya preventif terjadinya berbagai macam penyakit. Upaya tersebut perru
dilakukan agar hak-hak pengguna jasa BpJS Kesehatan terpenuhi dengan baik.b' Untuk penyeresaian sengketa konsumen antara BpJS Kesehatan dengan pengguna
jasa BPJS Kesehatan, dimungkinkan perru adanya rembaga mediasi khusus di bidang
kesehatan. Lembaga mediasi di bidang kesehatan ini bisa dibentuk di bawah naungan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (B'SK), sehingga pengguna jasa B'JS
Kesehatan tidak perru merakukan gugatan ganti rugi ke pengadiran Negeri.
Mekanisme seperti ini dirasa cukup efektif daram konteks proses beracaranya,
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